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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib 

sebagai khalifah keempat dalam sejarah Islam dan pengaruhnya 

terhadap pembentukan peradaban Islam. Tujuan utama penelitian ini 
adalah untuk menganalisis nilai-nilai kepemimpinan Ali yang 

berlandaskan pada keadilan, kesederhanaan, ilmu pengetahuan, dan 
spiritualitas, serta relevansinya terhadap tata pemerintahan dan etika 
sosial umat Islam masa kini. Metode yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap sumber-sumber 
klasik seperti Nahjul Balaghah dan karya sejarah Islam, serta 

referensi kontemporer yang mendukung analisis kontekstual. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib 
berkontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam, 

pendidikan, dan moral publik. Prinsip keadilan, amanah, dan 
kesetaraan yang ia terapkan menjadi dasar penting dalam 

membangun sistem pemerintahan yang berintegritas dan 
berkeadaban. Nilai-nilai ini tetap relevan untuk diadaptasi dalam 
menghadapi tantangan kepemimpinan modern di dunia Islam. 

Kata Kunci: Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Keadilan Islam, 

Peradaban Islam 

ABSTRACT 
This study discusses the leadership of Ali bin Abi Talib as the 

fourth Caliph in Islamic history and his influence on the formation of 
Islamic civilization. The main objective of this research is to analyze 

the leadership values of Ali, which were grounded in justice, simplicity, 
knowledge, and spirituality, as well as their relevance to contemporary 
governance and Islamic social ethics. The research employs a 

qualitative approach through library research using classical sources 
such as Nahjul Balaghah and historical works, along with relevant 

contemporary references for contextual analysis. The results indicate 
that Ali bin Abi Talib’s leadership made significant contributions to the 

development of Islamic law, education, and public morality. The 
principles of justice, trustworthiness, and equality that he upheld 
serve as a foundational model for building ethical and civilized 

governance. These values remain relevant to be applied in addressing 
the challenges of modern leadership within the Islamic world. 
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PENDAHULUAN 

Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu tokoh sentral dalam 

sejarah Islam yang menempati posisi istimewa sebagai khalifah 
keempat dari Khulafaur Rasyidin. Ia adalah sepupu sekaligus menantu 

Nabi Muhammad saw, dan termasuk golongan pertama yang memeluk 
Islam sejak masa remaja. Kedekatannya dengan Rasulullah sejak kecil 

membuat kepribadiannya terbentuk langsung dalam lingkungan 

wahyu dan bimbingan kenabian. Sejak awal, Ali dikenal dengan 
kecerdasannya yang luar biasa, keberaniannya di medan perang, 

serta keteguhannya dalam menegakkan kebenaran. Karakter tersebut 
menjadikannya figur yang tidak hanya dihormati dalam bidang politik 

dan militer, tetapi juga dalam dimensi spiritual, intelektual, dan moral 
umat Islam. 

Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 M, 
umat Islam menghadapi masa krisis politik dan sosial yang sangat 

serius. Perpecahan dan kekecewaan di kalangan umat menimbulkan 
ketidakstabilan pemerintahan, serta menciptakan berbagai kelompok 

dengan kepentingan yang saling bertentangan. Dalam situasi genting 
ini, Ali bin Abi Thalib diminta untuk menerima baiat sebagai khalifah 

guna menyatukan kembali umat yang terpecah. Meskipun awalnya 
menolak karena menyadari beratnya tanggung jawab tersebut, ia 

akhirnya menerima amanah kepemimpinan dengan tekad untuk 

menegakkan keadilan dan kebenaran. Masa pemerintahannya 
berlangsung dalam kondisi yang penuh tantangan, tetapi justru dari 

situ terlihat keteguhan prinsip dan kebijaksanaan Ali dalam 
menavigasi krisis besar yang menguji umat Islam. 

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tidak hanya diukur dari 
keberhasilannya mengelola negara, tetapi juga dari kemampuannya 

membangun fondasi moral dan intelektual bagi umat Islam. Ia 
menerapkan kebijakan pemerintahan yang berlandaskan pada nilai 

keadilan sosial, kejujuran, dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam 
setiap keputusan, Ali selalu menempatkan nilai-nilai keagamaan di 

atas kepentingan politik. Ia menolak praktik nepotisme, menindak 
tegas korupsi, dan memastikan pengelolaan baitul mal dilakukan 

secara transparan. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar 
pembentukan sistem pemerintahan Islam yang berintegritas dan 

berkeadaban, serta menjadi model kepemimpinan yang relevan 

hingga masa kini. (Alamsyah, 2024) 
Selain dikenal sebagai pemimpin politik dan militer, Ali juga 

merupakan sosok intelektual dan ulama besar yang menjadi rujukan 
dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Ia memiliki kedalaman 
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pengetahuan dalam tafsir, fikih, retorika, dan filsafat. Pemikiran-
pemikirannya terekam dalam karya monumental Nahjul Balaghah, 

yang berisi khutbah, surat, dan nasihat penuh hikmah tentang 
keadilan, pemerintahan, dan moralitas. Melalui karya tersebut, Ali 

menanamkan nilai-nilai pendidikan, spiritualitas, dan kebijaksanaan 
yang menjadi pilar penting dalam pembentukan peradaban Islam. Ia 

memandang ilmu bukan sekadar sarana memperoleh pengetahuan, 
tetapi juga jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan 

memperbaiki masyarakat. 
Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berlangsung dalam suasana 

konflik besar seperti Perang Jamal, Perang Shiffin, dan kemunculan 
kelompok Khawarij. Namun, di tengah situasi tersebut, ia tetap 

berpegang teguh pada prinsip keadilan dan keutuhan umat. Ia lebih 
memilih perdamaian daripada memperpanjang peperangan, dan 

menolak kompromi yang bertentangan dengan nilai kebenaran. 

Sikapnya ini menunjukkan kepribadian seorang pemimpin sejati yang 
tidak terjebak pada kepentingan politik sesaat. (Apriyani, 2023) Ali 

juga menunjukkan keberanian moral untuk menegakkan hukum 
bahkan kepada orang terdekatnya, menjadikan kepemimpinannya 

sebagai contoh nyata tentang supremasi hukum dan integritas dalam 
Islam. 

Dalam konteks kekinian, nilai-nilai kepemimpinan Ali bin Abi 
Thalib sangat relevan untuk dijadikan inspirasi dalam membangun 

tata pemerintahan, sistem hukum, dan masyarakat yang berkeadilan. 
Dunia modern menghadapi krisis moral dan kepemimpinan yang 

serupa: korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan hilangnya 
kepercayaan publik terhadap pemimpin. Oleh karena itu, menggali 

kembali nilai-nilai warisan Ali seperti keadilan, kejujuran, 
kesederhanaan, dan komitmen terhadap ilmu merupakan langkah 

penting untuk meneguhkan kembali fondasi peradaban Islam. 

Penelitian tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tidak hanya 
memberikan pemahaman historis, tetapi juga membuka jalan bagi 

penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sosial, politik, dan 
budaya masa kini. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena 
fokus kajian terletak pada analisis teks, dokumen, dan sumber-

sumber sejarah yang berkaitan dengan kepemimpinan Ali bin Abi 
Thalib serta kontribusinya terhadap peradaban Islam. Penelitian 

kualitatif berorientasi pada pemahaman makna dan nilai yang 
terkandung dalam berbagai sumber ilmiah, bukan pada pengukuran 

angka atau statistik. Oleh sebab itu, metode ini dianggap paling tepat 
untuk menggali aspek moral, etika, hukum, dan intelektual yang 

menjadi inti dari kepemimpinan Ali. Melalui metode ini, peneliti dapat 
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menafsirkan konteks historis dan prinsip-prinsip kepemimpinan Ali 

berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder secara mendalam. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori 
utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer 

meliputi kitab klasik dan teks sejarah seperti Nahjul Balaghah, Tarikh 
al-Tabari, dan karya-karya ulama terdahulu yang memuat rekam jejak 

kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, sumber sekunder 
diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel penelitian, 

serta referensi kontemporer yang relevan dengan tema kepemimpinan 
Islam dan peradaban Islam. Pemilihan sumber dilakukan secara 

purposif, yaitu berdasarkan relevansi, keandalan, dan kedalaman 
analisis yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, data yang 

diperoleh bersifat komprehensif dan dapat menggambarkan pemikiran 
Ali secara utuh dari berbagai aspek, baik politik, hukum, sosial, 

maupun spiritual. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, 

klasifikasi, dan analisis isi (content analysis). Langkah pertama adalah 

mengidentifikasi sumber literatur yang relevan melalui penelusuran 
pustaka, baik cetak maupun digital. Selanjutnya dilakukan klasifikasi 

berdasarkan tema-tema utama seperti keadilan, kebijakan politik, 
hukum Islam, dan warisan intelektual. Setelah data terkumpul, 

dilakukan analisis isi untuk menafsirkan makna dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalam teks. Analisis ini membantu menyingkap pola-

pola kepemimpinan Ali yang berlandaskan keadilan, kesederhanaan, 
serta komitmen terhadap ilmu. Hasil analisis kemudian disintesis 

menjadi deskripsi naratif yang menjelaskan hubungan antara prinsip 

kepemimpinan Ali dan perkembangan peradaban Islam. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Latar Belakang dan Proses Pengangkatan sebagai Khalifah 

Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 600 M di kota Makkah dari 

keluarga Bani Hasyim, salah satu kabilah paling terhormat di kalangan 
Quraisy. Ayahnya, Abu Thalib, dikenal sebagai pelindung utama Nabi 

Muhammad saw, sementara ibunya, Fatimah binti Asad, adalah wanita 
salehah yang sangat dekat dengan Rasulullah. Sejak kecil, Ali 

dibesarkan langsung di rumah Nabi karena kondisi ekonomi 
keluarganya yang sulit. Hal ini menjadikannya tumbuh dalam suasana 

keagamaan dan spiritual yang sangat kuat. Ia menyaksikan langsung 
proses turunnya wahyu dan menjadi saksi perkembangan dakwah 

Islam sejak awal. Kedekatan dan pengasuhan langsung dari Nabi 
Muhammad saw membentuk karakter, kecerdasan, dan akhlak Ali 

hingga menjadi salah satu sahabat yang paling memahami ajaran 

Islam secara mendalam. 
Sejak masa mudanya, Ali menunjukkan keberanian dan 

keteguhan iman yang luar biasa. Ia merupakan anak pertama yang 
memeluk Islam dari kalangan keluarga Nabi dan tidak pernah 
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meninggalkan keyakinannya meskipun harus menghadapi tekanan 
besar dari masyarakat Quraisy. Ketika Nabi Muhammad saw berhijrah 

ke Madinah pada tahun 622 M, Ali dengan penuh keberanian tidur di 
tempat tidur Nabi untuk mengelabui kaum musyrik yang berencana 

membunuh beliau. Tindakan ini menjadi bukti nyata kesetiaan dan 
pengorbanan Ali terhadap Rasulullah dan Islam. Setelah hijrah, Ali 

menyusul ke Madinah dan menikah dengan Fatimah az-Zahra, putri 
Nabi, pada tahun 2 H atau sekitar 624 M, yang semakin mempererat 

hubungan spiritual dan keluarga antara Ali dengan Rasulullah saw. 
Dalam masa pemerintahan Nabi Muhammad saw di Madinah, Ali 

berperan besar dalam berbagai bidang, baik sebagai penasihat, 
panglima perang, maupun penegak hukum. Ia ikut serta dalam 

pertempuran besar seperti Perang Badar (624 M), Uhud (625 M), 
Khandaq (627 M), dan Khaibar (629 M), di mana keberaniannya 

mengundang kekaguman seluruh umat Islam. Nabi sering memujinya 

sebagai sosok yang memadukan kecerdasan, kejujuran, dan 
keberanian. Dalam bidang keilmuan, Ali dikenal sebagai sahabat yang 

paling luas pengetahuannya tentang tafsir, fikih, dan bahasa Arab. 
Karena itulah, para sahabat dan tabi’in kemudian menjulukinya 

sebagai pintu ilmu Islam, sebab banyak hukum, prinsip moral, dan 
nasihat keagamaan bersumber darinya. 

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw pada tahun 632 M, umat 
Islam dihadapkan pada persoalan penting mengenai siapa yang akan 

memimpin umat. Ali bin Abi Thalib tidak segera diangkat sebagai 
khalifah, karena pada masa itu Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin 

Khattab, dan Utsman bin Affan secara bergantian memimpin umat 
Islam. Ali tetap setia mendukung pemerintahan mereka dan lebih 

memilih menjaga kesatuan umat daripada menuntut kedudukan 
politik. Dalam masa tersebut, Ali banyak berperan sebagai penasihat 

dalam masalah hukum dan sosial keagamaan, serta menjadi tempat 

bertanya bagi para khalifah dalam persoalan-persoalan syariat. 
Kesetiaannya kepada keutuhan umat menjadi bukti kebijaksanaannya 

yang mendahulukan kepentingan Islam di atas ambisi pribadi. 
Kondisi politik mulai berubah setelah terbunuhnya Khalifah 

Utsman bin Affan pada tahun 656 M. Pembunuhan itu memicu 
kekacauan besar di Madinah dan memecah belah masyarakat Muslim. 

Banyak pihak yang menuntut keadilan atas kematian Utsman, 
sementara sebagian lainnya menolak keterlibatan dalam konflik politik 

yang semakin memanas. Dalam situasi krisis tersebut, para tokoh dan 
masyarakat Madinah mendesak Ali bin Abi Thalib agar bersedia 

menerima jabatan khalifah. Awalnya Ali menolak karena menyadari 
beratnya tanggung jawab yang harus diemban di tengah suasana 

yang penuh fitnah. Namun, karena desakan umat yang kuat dan 
keyakinan bahwa hanya dia yang mampu memulihkan keadaan, Ali 

akhirnya menerima baiat sebagai khalifah keempat pada tahun 656 M 

di Madinah. (Buana, 2024) 
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Setelah dilantik, Ali segera mengambil langkah tegas dalam 

memperbaiki sistem pemerintahan. Ia mencopot beberapa gubernur 

yang dinilai tidak amanah dan menggantinya dengan orang-orang 
yang berintegritas tinggi. Salah satu kebijakan utamanya adalah 

menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, meskipun hal itu 
menimbulkan perlawanan dari pihak-pihak tertentu yang kehilangan 

kekuasaan dan privilese. Keputusan-keputusan Ali yang tegas namun 
adil ini kemudian memicu serangkaian konflik besar seperti Perang 

Jamal dan Perang Shiffin. Meskipun demikian, Ali tetap berpegang 
pada prinsip bahwa kekuasaan hanyalah amanah dan keadilan harus 

ditegakkan berdasarkan hukum Allah, bukan kepentingan politik. 
Kepemimpinannya menandai fase penting dalam sejarah Islam, di 

mana nilai moral, kejujuran, dan kesederhanaan dijadikan fondasi 
pemerintahan yang beradab. 

Kebijakan dan Gaya Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib 
Setelah menerima baiat sebagai khalifah keempat pada tahun 

656 M, Ali bin Abi Thalib segera memulai reformasi pemerintahan 

yang berlandaskan nilai keadilan dan kesetaraan. Ia menyadari bahwa 
situasi sosial politik umat Islam pada masa itu sangat rapuh akibat 

berbagai konflik dan ketegangan pasca pembunuhan Utsman bin 
Affan. Oleh karena itu, langkah awal yang diambil Ali adalah menata 

kembali sistem pemerintahan agar bersih dari praktik nepotisme dan 
penyalahgunaan kekuasaan. Ia mencopot beberapa gubernur yang 

dinilai menyalahgunakan jabatan dan menggantinya dengan pejabat 
yang memiliki integritas tinggi. Tindakan tegas ini memunculkan 

ketegangan dengan sejumlah elite Quraisy, namun bagi Ali, kebenaran 
dan keadilan harus ditegakkan meskipun menimbulkan perlawanan 

dari kelompok berpengaruh. 
Gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sangat menonjol dalam 

hal kesederhanaan dan keteladanan moral. Ia hidup dengan cara yang 
sama seperti rakyatnya, mengenakan pakaian sederhana, dan 

menolak segala bentuk kemewahan. Dalam pengelolaan keuangan 

negara, ia menekankan prinsip transparansi dan tanggung jawab. 
Harta negara yang berada di baitul mal tidak boleh disimpan lama, 

melainkan harus segera disalurkan untuk kepentingan rakyat. Dalam 
banyak riwayat disebutkan bahwa Ali sering membagikan harta baitul 

mal kepada masyarakat hingga habis tanpa menyisakan apapun untuk 
dirinya sendiri. Kesederhanaan hidup ini bukan hanya simbol, 

melainkan bagian dari pendidikan moral bagi umat Islam agar 
pemimpin tidak menjadikan kekuasaan sebagai jalan untuk 

memperkaya diri, melainkan sebagai sarana ibadah dan pengabdian 
kepada Allah swt. 

Dalam aspek hukum dan peradilan, Ali dikenal sebagai sosok 
yang sangat berhati-hati dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Ia 

menjadikan prinsip al-‘adl (keadilan) sebagai dasar utama dalam 
seluruh kebijakannya. Salah satu contoh terkenal adalah ketika ia 
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berhadapan di pengadilan dengan seorang Yahudi dalam sengketa 
baju besi. Meskipun seorang khalifah, Ali tidak menuntut perlakuan 

istimewa dan menerima keputusan hakim yang memenangkan pihak 
lawannya karena bukti tidak cukup. Kejadian ini menjadi simbol 

supremasi hukum dalam Islam, di mana tidak ada perbedaan antara 
penguasa dan rakyat di hadapan keadilan. Gaya kepemimpinan 

seperti ini menunjukkan bahwa bagi Ali, kekuasaan bukanlah alat 
untuk menguasai, tetapi tanggung jawab besar untuk menjaga 

kebenaran dan amanah. (Munawira, 2024) 
Dalam bidang politik, Ali menolak segala bentuk kompromi yang 

bertentangan dengan nilai Islam. Ia tidak segan berhadapan dengan 
kelompok-kelompok yang menentang kebijakannya, termasuk para 

elite yang kehilangan pengaruh. Namun, Ali selalu mengedepankan 
dialog dan perdamaian selama masih memungkinkan. Dalam 

menghadapi Perang Jamal dan Perang Shiffin, ia berusaha sekuat 

tenaga untuk menghindari pertumpahan darah, namun akhirnya 
terpaksa bertindak demi menjaga kesatuan umat. Dalam setiap 

keputusan politik, Ali menimbang bukan hanya aspek strategis, tetapi 
juga nilai moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Ia 

menolak tipu daya politik dan tidak menggunakan kekerasan untuk 
mempertahankan kekuasaan. Prinsip ini menjadikannya pemimpin 

yang lebih mengutamakan kebenaran daripada kemenangan politik. 
Selain sebagai pemimpin pemerintahan, Ali juga dikenal sebagai 

pembina moral dan pendidik umat. Ia menggunakan mimbar dan 
khutbah sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, 

kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Banyak nasihat dan petuahnya 
yang dihimpun dalam kitab Nahjul Balaghah, berisi pidato, surat, dan 

ucapan bijak yang menggambarkan kedalaman intelektual dan 
spiritualnya. Melalui karya tersebut, Ali menekankan pentingnya 

kepemimpinan yang berakhlak, berilmu, dan berlandaskan iman. Ia 

memandang bahwa pemimpin sejati harus memiliki keberanian moral 
untuk menegakkan keadilan dan menolak kebatilan, meskipun harus 

menanggung risiko politik. Pandangan ini kemudian menjadi fondasi 
etika politik Islam yang berpengaruh luas hingga masa kini. 

Dalam bidang ekonomi dan sosial, kebijakan Ali menitikberatkan 
pada pemerataan kesejahteraan rakyat. Ia menentang keras 

monopoli, korupsi, dan penimbunan kekayaan. Dalam suratnya 
kepada Malik al-Asytar, gubernur Mesir, ia menegaskan bahwa 

seorang pemimpin harus memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil, 
petani, dan pekerja karena mereka adalah penopang utama 

perekonomian negara. Ia juga menginstruksikan agar pajak dipungut 
secara adil dan tidak memberatkan, serta dikelola untuk kepentingan 

umum. Prinsip keadilan sosial yang diterapkan Ali menjadi contoh 
nyata bagaimana nilai-nilai Islam dapat membentuk sistem ekonomi 

yang berkeadaban. Melalui kebijakan dan gaya kepemimpinannya 

yang tegas, sederhana, dan berlandaskan nilai-nilai Ilahi, Ali bin Abi 
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Thalib meninggalkan warisan kepemimpinan yang relevan sepanjang 

zaman, yang mengajarkan bahwa keadilan dan moralitas adalah dasar 

utama pemerintahan Islam. 

Tantangan dan Konflik Politik Besar pada Masa Kepemimpinan 

Ali bin Abi Thalib 
Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (656–661 M) merupakan 

salah satu periode paling kompleks dalam sejarah Islam. Sejak awal 
pemerintahannya, Ali dihadapkan pada berbagai tantangan berat yang 

bersumber dari krisis kepercayaan umat akibat pembunuhan Khalifah 
Utsman bin Affan. Situasi politik yang tidak stabil membuat 

munculnya banyak faksi dan kelompok dengan kepentingan berbeda-
beda. Ali harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk 

kelompok pendukung Utsman yang menuntut penegakan keadilan 
terhadap para pelaku pembunuhan, serta golongan-golongan yang 

menolak legitimasi kepemimpinannya. Dalam kondisi seperti ini, Ali 
menunjukkan keteguhan luar biasa untuk tetap menegakkan hukum 

Islam dan menjaga persatuan umat meskipun menghadapi gejolak 

besar di dalam masyarakat. (Azmy, 2023) 
Salah satu tantangan pertama yang dihadapi Ali adalah 

munculnya konflik internal antara dirinya dengan beberapa sahabat 
besar Nabi. Di antara mereka terdapat Aisyah binti Abu Bakar, 

Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam yang menuntut agar Ali 
segera mengadili para pembunuh Utsman sebelum mereka mau 

memberikan baiat penuh. Perselisihan ini berujung pada Perang Jamal 
yang terjadi pada tahun 656 M di Basrah. Meskipun Ali berhasil 

memenangkan pertempuran tersebut, ia merasa sedih karena konflik 
itu melibatkan tokoh-tokoh terhormat dalam Islam. Setelah perang 

berakhir, Ali memperlakukan musuh-musuhnya dengan penuh kasih 
dan tidak melakukan pembalasan dendam. Sikap ini menunjukkan 

kebesaran jiwanya sebagai pemimpin yang mengutamakan 
persaudaraan dan rekonsiliasi di atas kemenangan militer. 

Konflik besar berikutnya yang mengguncang pemerintahannya 

adalah Perang Shiffin pada tahun 657 M, antara pasukan Ali dan 
pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam. Muawiyah 

menolak berbaiat kepada Ali sebelum para pembunuh Utsman diadili, 
dan menganggap bahwa Ali tidak cukup tegas dalam menangani kasus 

tersebut. Perselisihan politik ini berkembang menjadi perang besar di 
tepi Sungai Efrat, di daerah Shiffin. Ketika pertempuran mencapai titik 

genting, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Qur’an di ujung 
tombak sebagai tanda ajakan tahkim atau arbitrase. Meskipun banyak 

sahabat Ali menolak penghentian perang, Ali tetap memilih jalan 
damai untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Namun, 

keputusan ini justru menimbulkan perpecahan baru di dalam 
pasukannya sendiri. 
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Dari peristiwa tahkim inilah muncul kelompok baru yang 
kemudian dikenal sebagai Khawarij, yaitu sekelompok pengikut Ali 

yang kecewa terhadap keputusan arbitrase antara Ali dan Muawiyah. 
Mereka menganggap bahwa Ali telah menyalahi hukum Allah dengan 

menerima tahkim, karena menurut mereka keputusan harus 
dikembalikan sepenuhnya kepada Tuhan. Kelompok ini kemudian 

memisahkan diri dan menentang kepemimpinan Ali secara terbuka. 
Dalam beberapa pertempuran, Khawarij menjadi ancaman besar bagi 

stabilitas pemerintahan Islam. Akhirnya, pada tahun 661 M, salah 
seorang dari kelompok Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam 

membunuh Ali ketika beliau sedang menuju masjid Kufah untuk 
melaksanakan salat Subuh. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa 

kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dengan cara yang tragis. 
Selain konflik bersenjata, Ali juga menghadapi tantangan moral 

dan sosial yang tidak kalah berat. Banyak pihak yang mencoba 

memanfaatkan kekacauan politik untuk memperluas pengaruh 
mereka. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan mulai merambah di 

berbagai wilayah, dan sebagian masyarakat kehilangan kepercayaan 
terhadap pemerintahan pusat. Dalam kondisi demikian, Ali tetap 

berusaha mempertahankan nilai-nilai Islam dengan menekankan 
kejujuran, amanah, dan keadilan kepada para pejabatnya. Dalam 

berbagai surat yang dikirim kepada para gubernur, ia menasihatkan 
agar mereka memperlakukan rakyat dengan kasih sayang, 

menegakkan hukum secara adil, dan menjauhi kemewahan duniawi. 
Suratnya kepada Malik al-Asytar menjadi salah satu dokumen politik 

paling berharga dalam sejarah Islam karena berisi prinsip-prinsip 
pemerintahan yang adil, manusiawi, dan beretika. (Hamdi, 2021) 

Konflik politik yang terjadi pada masa kepemimpinan Ali 
memberikan dampak besar bagi sejarah peradaban Islam. Meskipun 

masa pemerintahannya relatif singkat, Ali berhasil menunjukkan 

bahwa kekuasaan sejati bukan diukur dari kemenangan militer, 
melainkan dari kemampuan menjaga integritas moral dan nilai-nilai 

keadilan. Keputusannya untuk tidak mengorbankan prinsip demi 
stabilitas politik menunjukkan kualitas spiritual yang tinggi. Dalam 

menghadapi setiap tantangan, Ali lebih memilih berdamai daripada 
memperluas peperangan, dan lebih memilih keadilan daripada 

popularitas. Meskipun akhirnya beliau gugur sebagai syahid pada 
tahun 661 M, warisan perjuangannya tetap hidup dalam ajaran Islam 

dan menjadi teladan bagi generasi setelahnya tentang bagaimana 
pemimpin sejati harus berani menegakkan kebenaran di atas 

kepentingan dunia. 

Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan dan Hukum Islam 

Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu tokoh intelektual paling 
menonjol dalam sejarah awal Islam. Kecerdasannya yang luar biasa 

telah diakui oleh Nabi Muhammad saw sejak masa hidup beliau. Nabi 

pernah bersabda, “Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya,” 
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yang menandakan kedudukan Ali sebagai sumber pengetahuan dan 

kebijaksanaan. Sejak kecil, Ali tumbuh dalam lingkungan wahyu dan 

dididik langsung oleh Rasulullah saw, sehingga ilmunya tidak hanya 
bersumber dari pengalaman empiris, tetapi juga dari pemahaman 

spiritual yang mendalam. Ia menguasai berbagai cabang ilmu seperti 
tafsir, fikih, bahasa Arab, logika, dan retorika. Dalam setiap persoalan 

hukum dan sosial, para sahabat sering menjadikan Ali sebagai rujukan 
utama karena kemampuannya menafsirkan Al-Qur’an dengan cermat 

dan memutuskan perkara dengan adil. 
Dalam bidang tafsir dan ilmu agama, Ali dikenal sebagai orang 

yang paling memahami isi Al-Qur’an di antara para sahabat. Ia bukan 
hanya hafal ayat-ayat Al-Qur’an, tetapi juga mengetahui sebab 

turunnya, konteksnya, dan makna tersirat di dalamnya. 
Pengetahuannya yang mendalam membuatnya sering memberikan 

penjelasan yang detail terhadap ayat-ayat hukum dan etika sosial. 
Banyak generasi tabi’in seperti Hasan al-Bashri, Asy-Sya’bi, dan 

lainnya yang mengambil ilmu darinya secara langsung atau melalui 

murid-muridnya. Pemikiran Ali kemudian melahirkan tradisi intelektual 
yang kuat dalam Islam, baik dalam bidang teologi maupun filsafat. 

Dari sinilah muncul gagasan rasionalitas dalam memahami agama, 
yang kelak berkembang menjadi fondasi bagi ilmu kalam dan filsafat 

Islam. 
Dalam bidang fikih dan hukum Islam, kontribusi Ali sangat besar 

dan berpengaruh hingga berabad-abad setelahnya. Ia dikenal sebagai 
salah satu mujtahid mutlak pertama dalam Islam, yang mampu 

menggali hukum langsung dari Al-Qur’an dan sunnah tanpa terikat 
pada pendapat orang lain. Prinsip keadilan yang diterapkannya 

menjadi acuan bagi para ahli hukum Islam (fuqaha) dalam menyusun 
kaidah fiqhiyyah. Ali selalu berhati-hati dalam memutuskan perkara 

hukum, tidak tergesa-gesa, dan selalu menimbang aspek moral, 
sosial, serta kemaslahatan umat. Salah satu contoh ketegasannya 

dalam hukum adalah ketika ia menghukum kerabatnya sendiri yang 

bersalah tanpa pandang bulu, menunjukkan bahwa dalam 
pandangannya, keadilan tidak mengenal hubungan darah atau status 

sosial. Ia juga menolak pemberian hak istimewa kepada pejabat atau 
keluarga khalifah dalam perkara hukum. (Muharrom, 2024) 

Salah satu warisan terbesar Ali dalam bidang ilmu adalah 
karyanya yang terekam dalam kitab Nahjul Balaghah, yang disusun 

oleh Sayyid al-Radhi pada abad ke-10. Kitab ini memuat kumpulan 
khutbah, surat, dan kata-kata hikmah Ali yang sarat makna filosofis, 

politik, dan moral. Dalam karya ini, Ali menguraikan pandangannya 
tentang pemerintahan, keadilan, hubungan manusia dengan Tuhan, 

serta hak dan kewajiban sosial. Banyak kalimat dalam Nahjul 
Balaghah yang kemudian dijadikan prinsip etika pemerintahan dan 

hukum dalam Islam, seperti “Keadilan adalah dasar pemerintahan” 
dan “Orang yang memegang kekuasaan tanpa ilmu akan 
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menjerumuskan dirinya dan rakyatnya.” Melalui karyanya ini, Ali tidak 
hanya dikenal sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai filsuf dan 

pemikir yang meletakkan dasar moral dan intelektual bagi peradaban 
Islam. 

Kontribusi Ali juga sangat besar dalam pengembangan ilmu 
pendidikan dan pemikiran keislaman. Ia sering menekankan 

pentingnya ilmu sebagai cahaya kehidupan dan sebagai sarana untuk 
memperkuat iman. Dalam salah satu nasihatnya, ia berkata, “Ilmu 

lebih mulia daripada harta, sebab ilmu menjaga pemiliknya, 
sedangkan harta harus dijaga oleh pemiliknya.” Ungkapan ini 

menggambarkan pandangan Ali yang menempatkan ilmu sebagai 
instrumen utama dalam membangun peradaban yang beradab dan 

beretika. Ia mendorong umat Islam untuk terus menuntut ilmu, 
berfikir kritis, dan mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan 

masyarakat. Pandangannya tentang ilmu dan moral menjadi fondasi 

pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan 
kecerdasan spiritual. 

Selain dalam ranah hukum dan pendidikan, pemikiran Ali turut 
memberikan pengaruh mendalam terhadap perkembangan filsafat dan 

spiritualitas Islam. Ia memperkenalkan cara berpikir reflektif dan logis 
dalam memahami hakikat iman dan keadilan. Dalam banyak pidato 

dan nasihatnya, Ali mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan 
antara akal dan hati, antara ilmu dan iman. Pemikirannya melahirkan 

tradisi intelektual yang rasional sekaligus spiritual, yang kelak menjadi 
cikal bakal lahirnya pemikiran filsafat Islam di kemudian hari. Dengan 

demikian, kontribusi Ali bin Abi Thalib terhadap ilmu pengetahuan dan 
hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek praktis pemerintahan 

dan hukum, tetapi juga menyentuh aspek filosofis dan moral yang 
membentuk jantung peradaban Islam. Ia menjadi simbol pemimpin 

yang bukan hanya adil dan berani, tetapi juga berilmu dan bijaksana. 

Warisan dan Pengaruh Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib 
terhadap Peradaban Islam 

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib meninggalkan warisan yang 
sangat besar bagi perkembangan peradaban Islam. Meskipun masa 

pemerintahannya relatif singkat, yaitu antara tahun 656–661 M, 
namun nilai-nilai yang ia tanamkan dalam bidang politik, hukum, 

sosial, dan spiritual memberikan pengaruh mendalam bagi sejarah 
umat Islam. Ali bukan sekadar seorang khalifah, tetapi juga seorang 

pemikir, pendidik, dan pembaharu moral masyarakat. Ia berhasil 
menunjukkan bahwa pemerintahan yang adil tidak bergantung pada 

kekuasaan semata, melainkan pada integritas, ilmu, dan keteladanan. 
Dalam pandangannya, kekuasaan adalah amanah yang harus dijaga 

dengan kejujuran dan ketakwaan, bukan sarana untuk mencari 
keuntungan pribadi. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar bagi 

etika politik Islam yang berkembang dalam peradaban Islam 

setelahnya. 
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Dalam bidang politik, Ali memperkenalkan model kepemimpinan 

yang berorientasi pada nilai dan prinsip, bukan pada kepentingan 

kekuasaan. Ia menolak segala bentuk nepotisme dan politik dinasti, 
serta menegakkan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Gaya kepemimpinannya yang adil dan terbuka menciptakan landasan 
bagi konsep good governance dalam tradisi pemerintahan Islam. 

Surat-suratnya kepada para gubernur, khususnya surat kepada Malik 
al-Asytar di Mesir, menjadi dokumen politik yang sangat penting. 

Dalam surat tersebut, Ali menegaskan bahwa pemimpin harus 
mengayomi seluruh rakyat tanpa memandang suku, status, atau 

kekayaan, serta wajib mengutamakan kesejahteraan masyarakat di 
atas kepentingan pribadi. Pandangan politik Ali ini menjadi model ideal 

bagi para pemikir Islam klasik dan modern dalam memahami 
pemerintahan yang berkeadilan. 

Dalam bidang hukum dan peradilan, pengaruh Ali tampak 
sangat kuat melalui penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. 

Ia menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, bahkan 

terhadap kerabat atau pejabat tinggi. Sikapnya ini menginspirasi 
sistem peradilan Islam yang menekankan asas keadilan substantif. 

Banyak kasus hukum pada masa kepemimpinannya menjadi preseden 
yang kemudian dijadikan rujukan oleh para ulama fikih. Prinsip hukum 

yang ia ajarkan menjadi dasar dalam berbagai mazhab Islam, 
termasuk madzhab Ja’fari yang berkembang dalam tradisi Syiah, dan 

juga memengaruhi prinsip keadilan dalam mazhab-mazhab Sunni. 
Konsep hukum yang berlandaskan nilai moral, tanggung jawab sosial, 

dan keadilan universal menjadi salah satu pilar utama dalam 
pembentukan sistem peradaban Islam yang berkeadaban. 

Selain dalam politik dan hukum, Ali juga memberikan kontribusi 
yang sangat besar dalam bidang ekonomi dan sosial. Ia menekankan 

pentingnya pemerataan kesejahteraan dan menolak sistem yang 
menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Dalam 

pengelolaan baitul mal, Ali memastikan bahwa kekayaan negara 

didistribusikan secara adil dan tidak dimonopoli oleh segelintir orang. 
Ia juga memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan petani 

dan pekerja, karena menurutnya mereka adalah tulang punggung 
perekonomian negara. Prinsip ekonomi yang diterapkannya 

menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan 
publik, serta antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial. Dengan 

kebijakan ini, Ali membentuk konsep ekonomi Islam yang berbasis 
pada keadilan, amanah, dan solidaritas sosial, yang kemudian menjadi 

dasar dalam teori ekonomi Islam kontemporer. (Muchlisin, 2022) 
Dari sisi spiritualitas dan budaya, Ali bin Abi Thalib memberikan 

warisan yang luar biasa dalam pengembangan moral, akhlak, dan 
sastra Islam. Kepribadiannya yang zuhud, tawakal, dan berani 

menegakkan kebenaran menjadikannya simbol pemimpin spiritual 
dalam Islam. Ucapan dan khutbahnya yang sarat hikmah memberi 
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pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu tasawuf dan filsafat 
Islam. Banyak tokoh sufi besar seperti Hasan al-Bashri dan Jalaluddin 

Rumi mengutip perkataan Ali dalam karya-karya mereka. Selain itu, 
retorika dan gaya bahasanya dalam Nahjul Balaghah dianggap sebagai 

puncak keindahan sastra Arab klasik. Karya ini tidak hanya 
mengandung nilai estetika bahasa, tetapi juga kedalaman makna 

teologis, moral, dan filosofis yang membentuk karakter sastra Islam 
selama berabad-abad. 

Warisan intelektual dan spiritual Ali bin Abi Thalib menjadi 
bagian integral dari peradaban Islam yang menjunjung tinggi ilmu, 

keadilan, dan akhlak. Nilai-nilai yang ia tanamkan melahirkan tradisi 
keilmuan Islam yang rasional dan beretika, serta membentuk struktur 

sosial yang berlandaskan solidaritas dan kemanusiaan. Keteladanan 
Ali menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin dan cendekiawan Islam 

dalam membangun masyarakat yang beradab dan berkeimanan. 

Hingga kini, ajarannya tetap relevan untuk menghadapi tantangan 
zaman modern, di mana integritas, kejujuran, dan keadilan masih 

menjadi kebutuhan mendasar dalam sistem pemerintahan dan 
kehidupan sosial. Dengan demikian, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib 

tidak hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga mewariskan nilai-
nilai universal yang menjadi fondasi kokoh bagi peradaban Islam 

sepanjang masa. 
Tabel 1. Aspek Warisan dan Pengaruh Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib 

No. Aspek 

Warisan 

Bentuk 

Kontribusi 

Dampak Contoh 

Konkret 

1 Politik dan 

Pemerintahan 

Menegakkan 

pemerintahan 
berbasis nilai 
keadilan, anti-

nepotisme, dan 
transparansi; 

mengutamakan 
kepentingan umat 

di atas 
kepentingan 
golongan 

Membangun 

konsep 
kepemimpinan 
etis dan 

pemerintahan 
berintegritas 

dalam Islam 

Surat Ali 

kepada Malik 
al-Asytar 
(dokumen 

politik klasik) 

2 Hukum dan 
Peradilan 

Menegakkan 
supremasi hukum 

tanpa pandang 
bulu, menjadikan 

keadilan sebagai 
pilar utama 
pemerintahan 

Melahirkan 
sistem hukum 

Islam berbasis 
moral dan 

kesetaraan; 
menjadi 
preseden bagi 

fiqih dan 
yurisprudensi 

Islam 

Kasus 
sengketa baju 

besi antara Ali 
dan seorang 

Yahudi 
(putusan adil 
tanpa 

privilese) 

3 Ekonomi dan 

Sosial 

Menekankan 

distribusi 

Mendorong 

munculnya 

Kebijakan 

pengelolaan 
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kekayaan yang 

adil; melarang 
korupsi, 
penimbunan 

harta, dan 
monopoli ekonomi 

sistem ekonomi 

Islam 
berkeadilan dan 
berorientasi 

kesejahteraan 
sosial 

baitul mal 

yang 
transparan 
dan 

pembagian 
merata 

kepada rakyat 

4 Ilmu 

Pengetahuan 
dan 
Pendidikan 

Mendorong 

pencarian ilmu, 
logika, dan 
pemikiran kritis; 

menempatkan 
ilmu di atas harta 

Melahirkan 

tradisi 
intelektual 
Islam dan etika 

keilmuan 
berbasis iman 

dan akhlak 

Petuah: “Ilmu 

menjaga 
pemiliknya, 
sedangkan 

harta dijaga 
pemiliknya” 

5 Spiritualitas 

dan Akhlak 

Menanamkan nilai 

zuhud, takwa, 
kejujuran, dan 
kesabaran dalam 

kepemimpinan 

Membentuk 

fondasi etika 
spiritual dan 
moral dalam 

kehidupan 
bernegara dan 

bermasyarakat 

Warisan 

ajaran moral 
dan hikmah 
dalam Nahjul 

Balaghah 

6 Budaya dan 

Sastra 

Mengembangkan 

tradisi retorika 
dan estetika 
bahasa Arab 

melalui khutbah 
dan nasihat 

Memberi warna 

baru dalam 
sastra Islam 
yang 

menggabungkan 
keindahan 

bahasa dan 
kedalaman 
makna 

Gaya sastra 

dan orasi 
dalam Nahjul 
Balaghah 

diakui sebagai 
puncak 

retorika Arab 

7 Filsafat dan 
Pemikiran 

Rasional 

Menanamkan pola 
berpikir reflektif, 

logis, dan 
seimbang antara 

akal dan iman 

Mendorong 
lahirnya aliran 

pemikiran 
rasional dan 

filsafat Islam 
(kalam, hikmah, 
tasawuf) 

Pengaruh 
pemikiran Ali 

terhadap 
tokoh-tokoh 

seperti Hasan 
al-Bashri dan 
Rumi 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa 
Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu fase paling 

penting dalam sejarah Islam yang memperlihatkan penerapan nilai-
nilai keadilan, kesederhanaan, dan integritas moral dalam 

pemerintahan. Meskipun masa pemerintahannya hanya berlangsung 
selama lima tahun (656–661 M), Ali berhasil menunjukkan 

keteladanan luar biasa sebagai pemimpin yang berani, berilmu, dan 
berakhlak. Ia menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, 

menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta mengedepankan 
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kejujuran dan amanah dalam setiap kebijakan. Kepemimpinannya 
tidak hanya berperan dalam stabilitas politik, tetapi juga membentuk 

fondasi etika dan moral bagi peradaban Islam. Melalui karya dan 
keteladanannya, Ali menegaskan bahwa pemerintahan yang ideal 

dalam Islam harus berlandaskan nilai spiritual, keilmuan, dan keadilan 
sosial. Warisan Ali bin Abi Thalib tetap hidup dan relevan hingga masa 

kini, terutama dalam konteks krisis kepemimpinan modern yang 
sering diwarnai korupsi, ketimpangan, dan penyalahgunaan 

wewenang. 
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